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BUPATI TASIKMALAYA 

PROVINSI JAWA BARAT 

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA 

NOMOR 99 TAHUN 2022 

TENTANG 

PEMBE TUKAN DANA CADA GA 
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPA I 

KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2024 

DENGAN RAHMAT UHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI TASIKMALAYA, 

a . bahwa pembentukan dana cadangan dipriorita kan untuk 
mendanai kebu tuh an yang tidak dapa t dibeba kan dalam 
1 satu) tahun anggaran; 

b . bahwa berdasarkan k etentuan L 'ran Perat ra Menteri 
Dalam ege' Nomor 2 7 Tah n 2021 t nt g Pedoman 
Penyus nan An ggara n endapatan an e1 j a Daerah 
Tahun Anggaran 20 22, dalam hal Pemerintah a erah akan 
melaksanakan pilkada erentak tahun 2 24 , dapat 
mem bentuk dana cadangan den gan pe a turan kep a daerah 
sesu ai dengan ketentuan peratu ran peru dang-u n dangan; 

c. bahwa berda sarkan pertimbangan ebagaimana dimaksud 
d alam h f a dan huruf b , perl men t pkan Peraturan 

ten tang P mb n t kan Dana Cad angan Untuk 
Pemi i an B pati an aki Bupati a bupa -en asikmalaya 
Tahun 2024; 

1. Un dang-Undang omor 14 T u n 1950 tentang 
Pem bentukan Daerah-Daerah abupaten dalam Ling
kungan Propins' Djawa arat (Berita Negara Republik 
Indones' Tahun 1950) sebagaimana te1ah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 ten tang Pembentukan 
Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan 
mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan 
Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 2851); 
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2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa 
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 
tentang Hubu ngan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6757); 

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2020 ten tang Perubahan Ketiga a ta s Un dang-Undang 
Nomor 1 Tahun 20 15 tentang Peneta pan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Unda ng-Undang Nomor Ta un 2014 
tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walik ta enjadi 
Undang-Undang m enjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, T bahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547 ; 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 201 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Nega R publik 
Indonesia Tahun 2 019 Nomor 42, Ta m bahan Lembaran 
Negara Republik In d onesia Nomor 6322); 

5 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahu n 2020 
te tang Pedoman Teknis Pengelola an Keua ga n Daerah 
Berita egara Repu blik Indonesia Tah 2020 m r 1781); 

6 . Pera turan Menteri Dalam Negeri Nom or 27 T h n 2021 
ten tan g Pedoman Penyusunan Anggaran Pend pa tan dan 
Belanja Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Tah n 2021 
Nomor 178 1); 

7. Peraturan Daerab Ka bupaten Tasikma aya omor 1 
Tahun 20 16 tentan g Ta ta Cara Pembentukan Pr d k Hukum 
Daera h (Lembaran Daerah Kabupate Tr sikmalaya 
Ta hun 20 16 Nom or 1); 

8 . Peratu ran Daerah Kabupaten Tasikmala a Nomor 3 
Tahu n 20 16 tentang Urusan Pemeri taha n yang menjadi 
Kewenangan Pemerin tahan Kabupa ten Tasikmalaya 
(Lembaran Daerab Kabupaten Tas ikmalaya Tahun 2016 
Nomor 3) ; 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 
Tabun 202 1 t ntang Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 
2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya 
Tahun 2021 Nomor 11). 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN DANA 
CADANGAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI 
KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2024 . 
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BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasall 

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya. 
2. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya. 

3 . Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 
pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang 
menjadi kewen angan daerah otonom. 

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan 
Rakya t Daerah da lam penyelenggaraan urusan pemerintahan yan g menjadi 
ke enangan Daerah Kabupaten . 

5. an Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai k bu u han 
pem angunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan 
dalam 1 (satu ) tahun anggaran. 

6. An ga an Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disin ka t APBD 
adalah encana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah y g di ahas dan 
disetujui Bersama oleh Pem erintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan 
Pera ran Daerah. 

7. Satuan Kerja Pe g ola Keuangan Da erah yang selanjutnya disingkat SKPKD 
adalah Pe angkat Daerah yang m elaksanakan pengelolaan APB 

8. Peja at Pen 0 a Keuangan Daerah yang selanjutnya disingka P K adalah 
kepala SKPKD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah. 

9 . Tim ggaran Pem erintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAP a alah Tim 
yang bertugas m enyiapkan da n melaksanakan kebijakan B pati dalam rangka 
penyusu a APBD. 

Pasal 2 

Pembentu an D a Ca dangan bertujuan u n tuk mendanai k giatan pemilihan 
Bupati dar aki Bupati Tahun 2024 yang penyediaan dan ya tidak dapat 
dibebankan da am sa tu Tahun Anggaran. 

BAB II 
SUMBER DANA CADANGAN 

Pasal 3 

(1) Dana Cadangan bersumber dari penyisihan atas Penerimaan Daerah kecuali 
dari: 
a. dana alokasi khusus; 
b. pinjaman daerah; dan 
c. penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran 

tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

(2) Penyisihan atas penerimaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan setiap tahun anggaran selama kurun waktu 2 (dua) Tahun 
Anggaran, terhitung mulai Tahun Anggaran 2022 sampai dengan Tahun 
Anggaran 2023 . 
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(3) Besaran Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 
sebanyak Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah) dengan rincian 
anggaran se bagai beriku t: 

a. tahun anggaran 2022 ditetapkan sebesar Rpl0.000.000.000,00 (sepuluh 
miliar rupiah); dan 

b. tahun Anggaran 2023 sebesar Rp50.000.000.000,OO (lima puluh miliar 
rupiah) . 

BAB III 
PENEMPATAN 

Pasal4 

(1) Dana 'adangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3 dit m patkan 
da am ekening tersendiri atas nama Dana Cadangan yang dikelola 0 eh PKD. 

(2) al hal Dana Cada gan belum digunakan sesuai dengan peruntu an ya, 
d a t ditempa kan dalam bentuk deposito yang memberikan hasil tetap 
de gan resiko rendah. 

(3) Dep si to sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan p da Bank 
Pemerintah atas nama Pemerintah Da erah. 

(4) Pen apatan u n ga dari rekening Da na Cadangan yang ditempat ran dalam 
bent k eposito sebagaimana d imaksud pad a ayat (2) akan m e m a jumlah 
Dan' Cad gan. 

BAB IV 
PENGGUNAAN 

Pasal 5 

(1) Dan Cadangan sebagaiman a dimaksud dala m Pasal 3 a at (3) igunakan 
unt e bia ai kegiatan pemilih an Bupa ti dan Waki P telah jumlah 
dan besar ana Cadangan yang disisihkan tercukupi. 

(2) Dana Cad a n gan se agaimana dimaksud pad a ayat (1) ti ak dapat digunakan 
untuk m mbi ya i kegi tan d i luar kegia tan yang su da dit a kan dalam 
Peratura upati in i. 

(3) Pengguna ana Ca dangan untuk mem biayai kegiatan sebagaimana 
dimaksud p da yat (1) diwujudkan dalam Belanja Da rah sesuai ketentuan 
peraturan peru dang-undangan. 

BABV 
PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN 

Pasa16 

(1) Pembentukan Dana Cadangan dianggarkan pada pengeluaran Pembiayaan 
Daerah. 

(2) Pencairan Dana Cadangan dianggarkan pada penerimaan Pembiayaan Daerah. 
(3) Pencairan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan 

dengan memindahbukukan terlebih dahulu dari rekening Dana Cadangan ke 
rekening kas umum daerah. 

(4) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sejumlah seluruh 
Dana Cadangan dan bunga Dana Cadangan tersebut. 
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(5) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan 
surat perintah pemindahbukuan oleh PPKD. 

Pasal 7 

(1) Penatausahaan atas penggunaan Dana Cadangan dilaksan akan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan 
daerah. 

(2) Dalam hal kegiatan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati telah selesai 
dilaksanakan erj nya tela h tercapai dan terdapat sisa 
penggunaan D a adangan yan g ela h d icairkan h rus disetorkan ke 
rekenin Ka Umum Da erah. 

Pasa18 

ngjawaban atas penggunaan Dana Cadangan dilaksanak sesum Pert ng 
dengan 
keuanga 

ketentuan peraturan 
daerah. 

erun ang-undangan mengenm pen el laan 

BAB VI 
K TENTUAN LAIN-LAIN 

Pa s a l9 

Dalam h al erda t eruba ebi·akan pe ·lihan B pa 1 Wakil Bupati 
sehingg ti a emer an penggu aan a a Ca angan, Dana Ca n aan beserta 
bunganya i indahbu kuk ke Rekenin g Kas Umum Daerah. 

BAB VII 
KETENTU PENUTUP 

a sal 10 

Peratura Bu a ti i i m. ai erl u pada tangg di n dan gkan. 

Agar setiap orang a pat me etahuin a, m em r intah an pen nda n g Peraturan 
Bupati ini en an penempa annya dalam Berita Daerah Ka bupaten asikmalaya. 

Diundangkan i Singaparna 
pada tanggal 8 sept ·mbe r 2022 

IS DAERAH 
TASIKMALAYA, 

Ditetap an di Singaparna, 
~==::::::~, tanggal 8 s epb '1oer 2022 --- )' 

A T IKMALAYA, 

( 
( 

SUGIANTO 

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2022 NOMOR 99 
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